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lIATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat   dan    hidayah-Nya    sehingga    kami   dapat   menyelesaikan    penyusunan

Laporan    Kineria    lnstansi    Pemerintah    (LKj-IP)    Badan    Pendapatan    Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Laporan ini yang merupakan bentuk

komitmen  nyata  instansi  dalam  membangun  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  lnstansi

Pemerintah    (SAKIP)   yang   baik   sebagaimana   diamanatkan   dalam    Peraturan

Pemerintah      Nomor      13     Tahun      2019     tentang      Laporan      Dan      Evaluasi

Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  diatur  kemudian  dalam  Peraturan

Presiden   Nomor  29  tahun   2014   tentang   Sistem  Akuntabilitas   Kinerja   lnstansi

Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan  Menteri  PAN dan  Reformasi

Birokrasi   Nomor   53   Tahun   2014   tentang   Petunjuk   Teknis   Perjanjian   Kinerja,

Pelaporan  Kinerja dan Tata Cara  Reviu Atas  Laporan  Kinerja  lnstansi  Pemerintah

serta  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 88 Tahun 2021  Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah .

Laporan   Kineria   lnstansi   Pemerintah   (LKj-lp)   Kabupaten   Kutai  Timur

Tahun  2025  membuat  gambaran  hasil  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang

merupakan   wujud   pertangungjawaban   dalam   mencapai   sasaran-sasaran   yang

ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)

Kabupaten    Kutai   Timur   Tahun   2021    -   2026,    dalam    upaya    memenuhi   visi

pembangunan  daerah.  "Menafa  Kufai  Timur Sejahtera  untuk  SemuF  Sangat
disadari  bahwa  laporan  ini  masih  terdapat  kekurangan  dalam  penyajiannya,  oleh

sebab  itu  kritik dan  saran  yang  membangun  dart  semua  pihak sangat djharapkan

demi  perbaikannya.  Semoga  laporan  ini  dapat  memudahkan  bagi  semua  pihak

(Stakeholder)   yang   berkepentingan   untuk   menilai   capaian   kinerja   Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

LKj-lp   adalah   wujud   pertanggungjawaban   pejabat   pemerintah   kepada

publik    tentang    kinerja    pemerintah    selama    satu    tahun    anggaran    dengan
memberikan  gambaran  penerapan  Rencana  Strategis  dalam  pelaksanaan  tugas

pokok dan fungsi organisasi di masing-masing bagian, serta keberhasilan capaian

in



saat  ini   untuk  percepatan  dalam  meningkatkan  kualitas  capaian  kinerja

yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Disamping  itu LKj-lp juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip

Good  Governance,  yaitu  teiwujudnya transparansi dan  akuntabilitas di  lingkungan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.  Kami menyadari bahwa dalam

penyusunan  laporan  ini  masih  jauh  dari  sempurna,  baik  isi  maupun  materi  yang

disampaikan.  Semoga laporan  ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja

di tahun mendatang.

Akhir  kata,  kami  sampaikan  terimakasih  kepada  semua  pihak  yang  telah

memberikan  dukungan,  bantuan  serta  partisipasinya  dalam  proses  pembangunan

selama  Tahun  Anggaran  2025  serta  dalam  penyusunan  Laporan  Kinerja  lnstansi

Pemerintah   (LKj-IP)   Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten   Kutai  Timur  Tahun

Anggaran 2025.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan   Kinerja   lnstansi   Pemerintahan   (LKj-lp)   Badan   Pendapatan

Daerah   Kabupaten   Kutai   Timur   merupakan   bentuk   pertanggungjawaban   atas

Perjanjian  Kinerja  yang  memuat  rencana,  capaian/realisasi  indikator  kinerja  dari

tujuan/sasaran  strategis.   Hasil  pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  menunjukkan

bahwa  secara  umum  capaian  kineria  sasaran  yang  merupakan  lndikator  Kinerja

Utama Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai Timur sudah memenuhi target

sesuai    Perjanjian    Kinerja    yang    ditetapkan    Tahun    2024.    Untuk    mencapai

tujuan/sasaran   tersebut,   ditempuh   dengan   melaksanakan   strategi,   kebijakan,

program    dan    kegiatan    seperti    dirumuskan    dalam    rencana   strategis.    Untuk

mempertahankan  capaian  kineria  bahkan  meningkatkannya,  diperlukan  berbagai

langkah  dan  usaha  melalui  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  pendukung  sasaran

serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama

dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan   Kinerja   lnstansi   Pemerintahan   (LKj-lp)  Tahun  Anggaran   2025

Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Kutai Timur ini disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB1

BAB  11

BAB  Ill

BAB IV

Pendatw/Wan,    berisi    penjelasan    hal    umum    tentang    Badan

Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur serta  uraian  singkat

mandat yang  diberikan,  antara  lain  :  dasar  hukum  pembentukan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Perencanaan Dan Periartyian Kineria, menguralikan V.isti dan NIisti

Badan    Pendapatan    Daerah    Kabupaten    Kutai   Timur,    tujuan,

sasaran,  strategi  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran,  dan  juga

berisi rencana kinerja Tahun Anggaran 2025.

Arfunfabi./ffas  KJ.nap.a,  menguraikan  capaian  kinerja  organisasi

dan   realisasi  anggaran   Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten

Kutai Timur selama Tahun Anggaran 2025.

Penqfup,    menguraikan    penjelasan    umum    keberhasilan    dan

kegagalan pencapaian kineija sasaran Tahun Anggaran 2025 dan

rencana antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk

mengatasi permasalahan,

Akhimya semoga Laporan Kinerja lnstansi Pemerintahan (LKj-lp) Badan

Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  Tahun  Anggaran  2025  yang  telah

V



disusun  ini  dapat  memberikan  manfaat,  menjadi  masukan  dan  umpan  balik  bagi

pihak-pihak   yang   berkepentingan   dalam   rangka   meningkatkan   kinerja   Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
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1.1.    LatarBelakang

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik

(good  governance)  merupakan  issu  yang  paling  mengemuka  dalam  pengelolaan

administrasi  publik  dewasa   ini  sejalan  dengan  penyelenggaraan  otonomi  daerah.

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  merupakan  unsur  penunjang

urusan pemerintahan yang  menjadi  kewenangan daerah yang dipimpin oleh  Kepala

Badan  yang  bertanggung jawab  kepada  Kepala  Daerah  melalui  Sekretaris  Daerah,

yang    dalam    rangka    mewujudkan    good    governance,    djtuntut    untuk    mampu

mempertanggungjawabkan      pelaksanaan      tugas      pokok      dan      fungsi      serta

kewenangannya di bidang Pendapatan Daerah.

Laporan   Kinerja   lnstansi   Pemerintah   (LKjlp)   Badan   Pendapatan   Daerah

Kabupaten      Kutai     Timur     Tahun     2025     ini     sebagai     salah      satu     bentuk

pertanggungjawaban  serta  berperan  sebagai  alat kendali,  alat penilaian  kineria dan

alat  pendorong  terwujudnya  good  governance,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi  Nomor 53 Tahun

2014 Tentang  Petunjuk Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kineria  dan Tata  Cara

Reviu  Atas  Laporan   Kineria   lnstansi   Pemerintah,  sebagai  perwujudan   kewajiban

suatu    instansi    pemerintah    untuk   mempertanggungjawabkan    keberhasilan    dan

kegagalan  pelaksanaan  Misi  Badan   Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur

dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik  setiap

akhir Tahun Anggaran.

Badan   Pendapatan   Kabupaten   Kutai   Timur   merupakan   unsur   pelaksana

Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab

kepada  Kepala  Daerah  melalui  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur.   Dasar

pembentukan   Badan   Pendapatan   Kabupaten   Kutai   Timur   adalah   berdasarkan

Peraturan   .   Sebagai  lmplementasi  peraturan  tersebut,  maka  disusunlah   Laporan

Kinerja  lnstansi  Pemerintahan  (LKj-lp)  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai

Timur  Tahun  2025  sebagai  perwujudan  akuntabilitas  kinerja  yang  dicerminkan  dari



hasil  pencapaian  kineria  berdasarkan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.

Dalam  penyusunan  laporan  kinerja  ini,  capaian  kinerja  instansi  yang  tidak  hanya

dilihat    pada   terpenuhinya    tujuan    dan    sasaran    strategis    instansi    yang    telah

direncanakan  dalam  RPJMD  Tahun  2021-2026.  Berkaitan  dengan  hal  ini  ,  Badan

Pendapatan   Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  telah  menetapkan   1   (satu)  sasaran

strategis  dan  1   (satu)  Indikator  Kineria  melalui  2  (dua)  Program  yang  terangkum

dalam  Perianjian  Kineria Tahun Anggaran 2025.  Indikator KineTja  Utama  ini  menjadi

basis  pengukuran  kinerja  organisasi,  yang  mengacu  pada  tugas  dan  fungsi  Badan

Pendapatan  Daerah  yaitu  di  bidang  Unsur  Penunjang  Urusan  Pemerintahan,  serta

kinerja   organisasi   dari  tata   kelola  yang   akuntabel  yaitu   fungsi  dukungan   teknis

organisasi berupa kinerja keuangan organisasi,  kepuasan stakeholders serta hal-hal

terkait  sarana  dan  prasarana.  Penyusunan  LKj-IP  Pemerintah  Badan  Pendapatan

Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur   didasarkan  pada  indikator kineria  yang  ditetapkan

lewat tujuan  dan  sasaran  yang  direncanakan  serta  realisasi yang  dilaporkan  dalam

LKj-lp  ini adalah  realisasi dari  pelaksanaan  program dan  kegiatan Tahun Anggaran

2025 berdasarkan perianjian kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2025.

1.2.  Dasar Pembentukan Organisasi

Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai

Timur         merupakan    unsur    penunjang    urusan    Pemerintahan    yang    menjadi

kewenangan Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah

dan   bertanggung   jawab   kepada   Bupati   melalui   Sekretaris   Daerah   hal   tersebut

berdasarkan   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Kutai   Timur   Nomor   5   Tahun   2022

Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun

2023 Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas Dan  Fungsi serta Tata  Kerja

Badan Pendapatan Daerah.

1.3.  Tugas Pokok dan Fungsi

Badan    Pendapatan    Daerah    Kabupaten    Kutai    Timur    merupakan    unsur

penunjang   urusan   Pemerintahan   yang   menjadi   kewenangan   Daerah   di   Bidang

Penerimaan  Pajak  Daerah  serta  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang  berkedudukan

dibawah   dan   bertanggung  jawab   kepada   Bupati   melalui   Sekretaris   Daerah   hal

tersebut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  5  Tahun



2022   Tentang   Perubahan   Peraturan   Daerah   Nomor   10   Tahun   2016   Tentang

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  serta  Peraturan  Bupati  Kutai  Timur

Nomor 36 Tahun 2023 Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Dalam  melaksanakan tugas tersebut,  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten

Kutai Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Tuaas
1.  Penetapan  kebijakan  teknis  bidang  Pendapatan  daerah  sesuai  dengan  rencana

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

2.   perencanaan,  pembinaan,  pengkoordinasian  dan  pengendalian  kebijakan  teknis

bidang    pengendalian,    operasional,    evaluasi    dan    pelaporan    teknis    bidang

pendapatan daerah;
3.   perencanaan,  pembinaan,  pengkoordinasian  dan  pengendalian  kebijakan  teknis

bidang dana perimbangan dan penerimaan Lainnya:

Funasi

1.    menetapkan  program  kegiatan dan kebijakan teknis bidang  Pendapatan  Daerah

sesuai     dengan     rencana    yang     di    tetapkan     Pemerintah     Daerah     serta

menyesuaikan kebijakan pusat dan provinsi;

2.    merencanakan  dan  merumuskan  konsep  sasaran,  menyusun  kebijakan  teknis

bidang    pendapatan    Daerah    berdasarkan    ketentuan    peraturan    perundang-

undangan;

3.    membina,  melaksanakan  keriasama  dan  berkoordinasi  dengan  instansi  teknis

dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

4.    mengkoordinasikan,   memberi   saran   dan   masukan   kepada   kepala   Daerah

tentang langkah yang perlu di ambil dalam Bidang Pendapatan Daerah;

5.    menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah   Daerah,   Laporan   Keterangan   Pertanggung   Jawaban   Bupati  dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun;

6.    merilmuskan     rencana     strategik    serta     kebijakan     operasional     di     bidang

pendapatan  Daerah,  yang  meliputi  urusan  sekretariat,  bidang  pendataan  dan

penetapan,   PBB   P2   dan   BPHTB,   penagihan   dan   keberatan,   pengendalian,

evaluasi dan pelaporan;

7.    merencanakan  dan  menyiapkan data  realisasi  penerimaan  dana  bagi  hasil atau

dana perimbangan dan dana penerimaan lainnya;



8.    dan   merencanakan   monitoring   dan   evaluasi   serta   pelaporan   hasil   kegiatan

program strategik secara berkala;
9.    melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan

dengan bidang pendapatan Daerah;

10.  membina unit pelaksana teknis BAPENDA;

11.  menetapkan  perizinan  dan  atau  rekomendasi  perijinan  dan  pelayanan  umum

bidang pendapatan Daerah.

1.4.   Aspek strategis organisasi

Pendapatan    Daerah    mencerminkan    kinerja    suatu    Daerah.    Fluktuasi

realisasi pendapatan daerah ini terjadi pada semua unsur-unsur pendapatan daerah,

yaitu  PAD,  Pendapatan  Transfer,  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah yang  Sah.  Hal
ini   mempengaruhi   rata-rata   pertumbuhan   ekonomi   dan   belanja   daerah,   Ada   4

(empat)  komponen  dalam  PAD  yang  berkontribusi  yaitu:  Pajak  Daerah;   Retribusi

Daerah;   Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan;  dan  lain-lain  PAD

yang  Sah.  Peningkatan  penerimaan  pajak daerah  merupakan  sebuah  prestasi  bagi
daerah.   Ada   2   (dua)   kemungkinan   penyebab   meningkatnya   penerimaan   pajak

daerah,  yaitu  (1)  kenaikan  objek pajak,  (2)  kenaikan dalam tarif pajak.  Peningkatan

penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Kutai  Timur  ini  diduga  berkaitan  dengan

salah satu faktor di atas dan adanya pengalihan kewenangan objek pajak dari pusat

ke daerah atau kewenangan dari provjnsi ke kabupaten.

Pagu  Pendapatan  didorong  melalui  penggalian  potensi  Pendapatan  Asli

Daerah (PAD), dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu

Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi  Khusus (DAK) yang  merupakan dana

transfer   dari   pemerintah   pusat.   Pemerintah   Kabupaten   Kutai   Timur   melakukan

peningkatan pendapatan daerah dengan pendekatan :
1.   Intensifikasi   pendapatan   daerah   yang   dilakukan   dengan    upaya   optimalisasi

sumber-sumber pendapatan yang sudah tercatat atau terdaf(ar serta yang menjadi

kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur dengan  cara  pengawasan  yang

berbasis kewilayahan;

2.   Ekstensifikasi   pendapatan   daerah   yaitu   menggali  sumber-sumber  pendapatan

dengan  melihat  kemungkinan-kemungkinan  terhadap  pemungutan  akan  sumber-

sumber  pendapatan  daerah  yang  belum  ada  selama  ini,  atau  dengan  kata  lain

menggali sumber-sumber pendapatan baru;



3.   Optimalisasi  penarikan  pendapatan  pajak  dan  retribusi  daerah  dilakukan  melalui

pemanfaatan Information and Communication Technologies (lcT);

4.   Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan

potensi dan kajian akademik;

5.   Penyelesaian   pajak   dan   retribusi   daerah   yang   terhutang   untuk   dioptimalkan

melalui   penagihan   secara   terus-menerus   dan   disertai   kajian   mengenai   Data

Cleansing.

1.5.    Permasalahan utama (Szrafegi.a /ssqed)

Permasalahan  utama  yang  berpengaruh  pada  proses  pencapaian  kineTia

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur berupa  kelemahan  yang  dapat

mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, antara lain adalah :

1.   Kepatuhan dan  kesadaran wajib pajak daerah  maupun wajib  retribusi daerah

yang masih rendah;

2.   Kurang optimalnya dalam penyediaan data dan  informasi secara lengkap dan

akurat mengenai potensi daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah;

3.   Jangkauan  dan  kondisi  geografis  Kabupaten  Kutai  Timur yang  memiliki jarak

yang cukup jauh antar kecamatan  maupun desa,  sehingga petugas lapangan
menjadi lebih ekstra dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

1.6.    StTuktur organisasi

Susunan Organisasi BAPENDA, terdiri dari:

•     KepalaBadan

•    Sekretariat, membawahi

>   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

•      Bidang pengendalian, Evaluasi dan pelaporan, membawahi:

>     Sub Bidang pengembangan potensi pendapatan, Regulasi dan

>      Sosialisasi;

>     Sub Bidang  Evaluasi dan pelaporan;

•     Bidang penagihan dan Keberatan, membawahi :

>   Sub Bidang Penagihan;

>   Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah

•    Bidang pendataan dan penetapan, membawahi:

>   Sub Bjdang Pendataan dan Pendaftaran;



>   Sub Bidang Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak;

•     Bidang PPB P2 dan BPHTB, membawahi:

>  Sub Bidang Penilaian,Penelitian dan Verifikasi Data;

>  Sub Bidang Pengolahan Data dan lnformasi;

•    Unit pelaksana Teknis Daerah;

•     Kelompok Jabatan Fungsional.
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1.7.    Sumber Daya Yaing Dimiliki organisasi

Untuk   melaksanakan   tugas   dan   fungsinya,    Badan    Pendapatan    Daerah

Kabupaten  Kutai  Timur didukung  oleh  sumber daya  dari  berbagai  disiplin  ilmu  serta

sarana dan prasarana yang dimiliki.

a)   Sumber Daya Manusia

Secara  umum  jumlah  pegawai  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten

Kutai  Timur  pada  Tahun  Anggaran  2025  beriumlah  178  orang,  yang  terdiri  dari

Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sebanyak  73  orang,   CPNS  3  orang  dan   PPPK

sebanyak   102   orang.   Adapun   data   gambaran   komposisi   aparatur   menurut



pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat sebagai

berikut :

Tabel 1.1

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH (orang)

1. Golongan lv b 1

2. Golongan lv a 10

3. Golongan  Ill d 23
4. Golongan  111  c 13

5. Golongan  Ill  b 11

6. Golongan  Ill  a 9
7. Golongan  11  d 3

9. Golongan  11  c 2
10. CPNS Ill  a 3

11. PPPK 102

TOTAL 178

Sumber: DUK  BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2o25

PNS Berdasarkan
Pangkat/Golongan

I Golongan lv

I Golongan Ill

I Golongan 11

I CPNS

. PPPK



Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Bordasarkan Pendidikan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

NO PENDIDIKAN JUMIAI1

1 S2 20

2 S1 124

3 DIIl 10

4 SMA 30

5 Paket 2

JUIILAH 186

Sumber: DUK  BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2o25
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BAB   11

PERENCANAAN  DAN  PERJANJIAN  KINERJA

A.   Perencanaan stratogis

Pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan oleh

Pemerintah   Provinsi   Kalimantan  Timur  semata,   akan  tetapi  perlu  dukungan  dari

Stakeholders lainnya seperti Legislatif,  Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Kutai

Timur, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk

melaksanakan   program-program   yang   telah   ditetapkan   dalam   Rencana   Jangka

Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Kutai Timur Tahun 2021  - 2026,  Realisasi

Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  selama tahun 2016-2020  realisasi  PAD  berfluktuasi

cukup  signifikan.   Rata-rafa  pertumbuhan  PAD  selama  lima  tahun  sebesar  minus

8,48  persen.  Ada 4  (empat)  komponen  dalam  PAD  yang  berkontribusi  yaitu:  Pajak

Daerah;  Retribusi  Daerah;  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan;

dan  lain-lain  PAD  yang  Sah.  Di  antara  4  (empat)  komponen  PAD  ini,  komponen

Pajak  Daerah  dan   Retribusi   Daerah  berfluktuasi  secara  signifikan  selama  2016-

2020.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun

2014   Tentang   Pemerintah   Daerah,   memberikan   kewenangan   kepada   Daerah

Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Mengacu pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap organisasi perangkat Perangkat

Daerah   diwajibkan   menyusun    Rencana   Strategis    (Renstra)   sebagai   proyeksi

programckegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  OPD  dalam  5  tahun  mendatang.

Kerangka  acuan  yang  mendasari  penyusunan  Renstra  OPD  adalah  gambaran Visi

dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD.

Dari   Dokumen   Renstra   selanjutnya   diturunkan   ke   dalam   penyusunan   dokumen

Renja  OPD  per tahun.  Renstra  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur

Tahun  Anggaran  2021-2026  dalam  rangka  pemenuhan  tuntutan  masyarakat  serta

peningkatan pelayanan dibidang Pendapatan Daerah, diperlukan peningkatan sistem

pelayanan,  peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana
kerja  sehingga  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  tercapai  secara  maksimal  dan
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dapat   memberikan   keamanan,   kenyamanan,   kelancaran   serta   kepastian   bagi

penerima   pelayanan.   Semua   itu   harus   direncanakan   agar   dapat   memberikan

pelayanan  yang  baik  pada  masyarakat,  dengan  harapan  agar  dapat  mendorong

partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
Menurut  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  Visi

adalah   rumusan   umum   mengenai   keadaan   yang   diinginkan   pada   akhir  periode

perencanaan   pembangunan   Daerah.   Vlsi  pembangunan  daerah   merupakan  Visi
kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah  terpilih  yang   disampaikan   pada   waktu

pemilihan  kepala  daerah  dan  menjadi  arah  pembangunan  Kabupaten  Kutai  Timur,

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026

adalah:

Untuk  mewujudkan  Visi  Pembangunan  Kabupaten  Kutai  Timur  periode

RPJMD  Tahun   2021-2026   ditetapkan   misi   pembangunan  daerah,   dalam   hal   ini

Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten   Kutai   Timur  melaksanakan   Misi   1   yaitu

mewujudkan  masyarakat  yang  berakhlak  mulia,  berbudaya  dan  bersatu.  Tujuan  1

yang   akan  d.icapa.i  adalah  "Menata   dan   meningkatkan   taraf  hidup   masyarakat
dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia,  berbudaya

dan   bersafo"   serta   Sasaran   1   yang   dicapai   adalah   meningkatnya   taraf   hidup

masyarakat yang sejahtera. Selaras dari Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut memiliki

indikator kinerja yang harus dicapai adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan.

Tab®1 2.1.

Indikator dan Target Sasaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Misi 1  : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya Dan Bersatu

==-=SasaHn I ---
. _  `  .`£~- *_r-9.i. •--  -" - -i=`S:SJ=.f: _._-

Menata dan MTMSeningkatnya Optimalisasi Penjngkatan  Pendapatan
meningkatkan taraf hjdup araf Hidup sumber-sumber Asli       Daerah       dengan
masyarakat             dengan asyarakat    Yang pendapatan melakukan    pengawasan
mendorong kehidupan ejahtera daerah sumber-sumber
masyarakat (SDM) yangberakhlakmulia,berbudayadanbersatu penerimaan daerah

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021 -2026 Bad8n Pendapatan Daerah Kabupaten Kutaj Timur

10
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8.   Program  Priorifas

Program  SKPD  merupakan  program  prioritas  RPJMD  yang  sesuai  dengan

tugas  dan  fungsi  SKPD  yang  dilaksanakan  di  Tahun  Anggaran  2025.   Pemilihan

program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD,

adalah sebagai berikut :

Tabol 2.3.

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUJUAN SASARAN
PROGRAMPRI0RITAS

INDirIATORKINERJA(OUTCOME)

Terwujudnya Meningkatnya

Program Pengelolaan
Persentase PADTerhadapPendapatan(%)Peningkatan Pendapatan Asli

Pendapatan Daerah
Daerah Kabupaten Kutai Pendapatan Daerah
Kabupaten Timur Yang
Kutai Timur Optimal

Sumber .. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026 Badan I=endep8tan Daerah K8bupaten Kut8i Timur

Penetapan  indikator  kinerja  daerah  bertujuan  untuk  memberi  gambaran

tentang   ukuran   keberhasilan  pencapaian  visi  dan  misi  kepala  daerah  dan  wakil

kepala  daerah  yang  ditetapkan  menjadi  lndikator  KineTja  utama  (lKU)  daerah  dan

indikator  kineria  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  ditetapkan  menjadi

lndikator   Kineria   Kunci   (lKK)   pada   akhir   periode   masa   jabatan.    Pengukuran

keberhasilan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  dalam  pencapaian

Visi  dan  Misi  Kepala  Daerah  terpilih  tercermin  dari  capaian  lndikator  Kinerja  Utama

RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 yang ditetapkan.

Untuk    mengukur    keberhasilan     program     pembangunan    yang    telah

ditentukan  maka  dipilih  lndikator  Kinerja  Utama  (lKU)  dan  target  capaian  menurut

tujuan   dan   sasaran   pada   setiap   Misi.   Pencapaian   indikator   kineria   yang   telah

difetapkan  merupakan  keberhasilan  dari  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  daerah

periode  2021-2026  yang  telah  direncanakan.   Hal  ini   menuntut  adanya  berbagai

indikator kineria  pemerintah  daerah.  Ukuran  keberhasilan/pencapaian  suatu  daerah

membutuhkan  indikator yang  mampu  menggambarkan  kemajuan  daerah  tersebut.

Indikator kineria dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi

11
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dan  akuntabilitas  penyelengaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Dalam

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017,  indikator  kinerja  daerah

dibagi   menjadi   3   (tiga)   aspek   yaitu   Aspek   Kesejahteraan   Masyarakat,   Aspek

Pelayanan    Umum,    serta    Aspek    Daya    Sajng    Daerah.    Aspek    kesejahteraan

masyarakat  diukur  melalui   indikator  makro  yang   merupakan   indikator  gabungan

(komposit)  dari  berbagai  kegiatan  pembangunan  ekonomi  sosial.  Aspek  Pelayanan

Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat seperti  infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial.  Aspek  Daya

Saing   Daerah   merupakan   indikator  yang   mengukur   kemampuan   perekonomian

daerah   dalam   mencapai   pertumbuhan   tingkat   kesejahteraan   yang   tinggi   dan

berkelanjutan.

12
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2.1.  Perianjian KineTia

Perjanjjan  Kinerja  adalah  pernyataan  yang  merupakan  komitmen  bersama

untuk  mencapai  kinerja  yang  jelas  dan  terukur  dalam  rentang  waktu  satu  tahun

tertentu   dengan   mempertimbangkan   sumber   daya   yang   dikelolanya.   Perjanjian

kineria  ini  merupakan  tolak  ukur  evaluasi  akuntabilitas  kineria  pada  akhir  Tahun.

Penyusunan  Penetapan  Kinerja  ini  didasarkan  pada  lnpres  Nomor  5  Tahun  2004

Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN

dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor  11   Tahun   2011   Tentang   Perjanjian   Kinerja   dan

Pelaporan  Kineria  lnstansi  Pemerintah.KineTja  yang  disepakati  tidak  dibatasi  pada

kinerja   yang   bersangkutan   atas   kegiatan   tahun   bersangkiutan,   tetapi   termasuk

kinerja     (outcome)    yang     seharusnya    terwujud     akibat    kegiatan    tahun-tahun

sebelumnya.   Dengan   demikian  target   kinerja   yang   diperianjikan  juga   mencakup

outcome yang  djhasilkan  dari  kegiatan  tahun-tahun  sebelumnya  sehingga  terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1).   Sebagai  wujud   nyata   komitmen  antara   Bupati  dan   pimpinan   SKPD   untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kineria aparatur;

2).   Mencipfakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3).   Sebagai  dasar  penilaian  keberhasilan/kegagalan   pencapaian  tujuan  dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4).   Sebagai   dasar   bagi   Bupati   untuk   melakukan   monitoring,   evaluasi   dan

supervisi atas perkembangan«emajuan kinerja pimpinan SKPD;

5).   Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kineria pegawai.

Untuk   mewujudkan   sasaran   dalam   penyelenggaraan   pemerintahan,   telah

ditetapkan perjanjian  kinerja yang telah ditandatangani oleh  Bupati  Kutai Timur pada

awal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

15
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Tabel 2.6
Perianjian Kineija

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manaiomon pemerintahan yang efektif, transparan,
dan  akuntabel  serta  berorlen`asl  pada  hasll.  kami yang  bertanda tangan di bawah  inl

Nama                        SYAHFUR,  S.Sos.  M.Si
Pangkat                   Pemblna Tingkat I / Iv b
NIP                                19730708 2001121003
Jabatan                   Kepala Badan pendapatan Daerah

Selaniutnya disebut Pihak P®rtama

Nama                        ARDIANSYAH SULAIMAN
Jaba`an                     Bupa`I  Kutai Timur

Selaku atasan langsung  pihak pertama.  selaniutnya dlsebut Pihak Kedua

Pihak  p®rtam&  pada  Tahun  2025  ini  berianji  akan  mewuiudkari  target  klnerja

tahunan  sesiiai  dengan  lampiran  perianilan  inl  dalam  rangka  mencapai target  kineria iangka

menengah  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan   Keberhasilan  clan

kegagalan  pencapaian target klneria tersebut menjadi tanggung iawab pihak p®rtama

Pih®k  k®dua  akan  memberikan  supervisi yang  diperlukan serta  akan  melakukan

evaluasi  akun`abilltas  kineria  terhadap  capaian  klneria  dari   perjaniian   lni  dan   mengambll

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberlan penghargaan dan sanksi

Sangatta` 27 0ktober 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAll  SUIAIMAN

._::_;:

BADAN

SYAHFllR.S.SSoS.M.SI
Pembina Tiingkat I/lv b

NIP.19730708 2001121003

16
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PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABuPATEN KUTAI TilvIUR

NO                      SASARAN STRATECIS                         INDIKATOR KINERJA                              TARGET

(1)                                                                                (2)                                                                                                                     (3)

1     ¥eenn;::k8`pntY:aT:sr::,H::umpb¥r:Syua:a*:t       ::rr:::;aps;epnAd:patan

Pendapatan Daerah

PROGRAM ANGGARAN                                  t{ETERANGAN

1   Program  penuniang  urusan  pemerintahan   I  RP        55045 314961               8  Kegiatan /22 Sub Keglatan
Daerah  Kabupaten/Kcta

2   Era-gra-in pe-n-geloTa^an  pendapatan  Daerah      Rp        10 442.968 440               1  Kegiatan /  14 Sub k-aglatah

Sangat, 27 0ktober 2025

BuPATI  KUTAI  TIMUR,

ARDIANSYAH  SuLAIMAN

BADAN

SYAHFUR. S.Sos. M.Si
Pembma tingkat lay b

NIP.19730708  2001121003

17



RAG 11 pERENCAIIAAli DAN pERjAINIAN raNERiA

_
"``-.

r`-          -. I+I tJ|, I in -,aa`-|tL,I>----C-

iF

f! i i,i

11

II-i I-`-) -
--I -- --=;- -- 1==- ~

I\\

I~,a,in----I- I,maw    Ide-- " uctl ,i'urq,jgq'

7'J,,"evtry IeJ„J' " n coo RP

. *m'Jb
\` I +J\~,L, ~d

cOI .-,-fry   ( qu ur '|y

I
p- =,=try=l qu ~ I  quJocace'    co"qco    „-, "

11II

-a,-- `n-a-RAaprI- ~'Ondy

in

i pemco1i_+_+_++I-,.

pe

-1I

-cot- lp- I--II-
ap,,II

I

*-MC-qud +--
I, - . •

tr     ,      "       I     &On ca'
-try~rtyrwl

- ,h fu- rrty.=E=. - uJP'     [„,JHLmd qupe qpi

I

11

i

I

;   i   ,!!'    iI iI I,
I

)-(. L-,
- :I-.,-

I

-- W- --=1- -- -- --I•=   I-        .
•\

l`ct         en'
I--+I-_ (-+-ir. th

®r,,~ qu ~ '„""P
I    ~''.,mco

I

HfromdMrtyn    ,-t- - -r' rty"""J,    '„    ;

ls

c,,

.,-Ffume-quI-:p- note
RbtwU01 u U "OuU' I',"9nl

ap

pe cO-1\,®Tn ~ utgiv hzJO;'*,I

v mu-
ne Ou tw

I.I"- qu M „ I ,I " muta
rty un ,'"„

I

~--I-|m.K--,h- mtotw  Itr~x-I
qua,A -- qp I ®1,, W 0»

. -I
\1Ilo, ---+-- „\axp u in ~, ,)      rquWp ~

I1
Etry==i=L= i    es,nco

~ in ~'Jnq +,I,I

i, ---I- ~ ue ~ _-
--``.- T_ -. - I1e"-I in rty

1~I
cOez~ -raJ*m Rpc

lcolp
I    ..os         cop Ou EL=_

1•aiI         ,,

'Oe   ,   in
- p-"

~ ,'1 0'^cO ur --ou.i trynd pe Ju I-try,- +- try eco

. • -- ap„}utm qu in q - uu'-

(

h
e'O„Oum u pepe ~ pull- unmno to tyco pei an oncot            I

I

td,I ZX mpl nrfpen.Ld --
givkd-i

BDe,2*tt®                        ap.I in 1` *=i,(. pe ,, co cO

18



BAG 11 pEREilcANANI DAN pERjMEN raRER]A

i   ,!!1 i
I!'`i-I h

J=Ji-i--I
_-1.----=,- -- I -. ~

_
pr---_.__-'J-- qu

1  ~."-
ut- -in \+.

i
I

I

I

I

=1tw1
-

giv, cO quHa"
i

I

W -
11

rI
--O--,-- 1 givln -.I.--n-.-  `.  +

-txj-ouTha

I

~'dn,I ~m,h. in, coco,        Oco+++-
(I,' -try-

-!u. cO ,f1,pr-
I

qu6\'jn co  ,  un,n,n r
(

1*,t

• ~,,,I-.-J-.-I---Out v ae` eo w. ~ ut edI „J,Jpr D,I, u ~`,bqu®

i;~ lam

P-,. l=dyaI--1=
I

ngI- ~~,u h) -+,I Ii--Bqu~anu,
I

I

r-I-ho- t-
b®'|cO W ®~1 un ~,mu U,utropr +

1`Ill

(1a,

-,---th- 1u "quL I~®,,- giv co un  ®„W  )

(-
==e-   1= I Ilm

I

•--I ~+

11 `=..`=r`.`-I-`:i-:- rty1~)i pe,„cO ` apI -

Ir
i! i !!i 1"

-
1-1'

u- -.- Ir- -
-D- -- =i= - -- -I- .-- - -

=_`-I==1I

r\e.
I

I .---ho - apam Mce+t

lpepr LpO.           t\„z

bwl'n O~et +, co

I, 1-
qJN -I lttn try in tq cequgqLmta FcocoJ   fryee`fi,--- *-\ -Jqu inJut ~

11

r- - kJ- , - ,4.,dp-,Ito---I
-,m* +, I in cOrm

I                                                                                                                                                            I

vy"co
iI-

Om ,a,D,,cO                   t'¢ORA pe

II

-K-mu I--,
~L„Jeco in pe

I

pe4qJng Jco
eJ^- -

pe ch

11

-|PI-
dy haw-\,, I

.X- \qu~

I-ltI

-K-

i: ~rtyerqu to ~ ®mcOwh ~-,b-O®
I

`- - - *
in P un Tb---'-__r--r-OnL=

qu -ay,sO ` ~ unmOP

t'      I        D.

`p- p-----a-
q„J€ apo,

I

t"|* ,
in todco

I     dy'ca"co

1`

.-+ I-
I

pee, -rpm - "1
I"rf-"

19



un il PERENCANANI DAN PERIANILAII I(INIR)A

i

fiiiiiI \

_  ___   _  `T

•\\j! I i( i    i!,,
tw=; rm, nl1 -

I -odd -W ty"try pen,b- peon I froou
LWtwfry quD- HI \

-,~~  -~,,,-,-anlTO!- T. __. __

I

! a'tr It Fap-  ¥pr*
0 ul T~,fro-

qu- ng Onm rallGnm ro RIiJRPmco O¢W

I

lap

TQ1 1'' do'

h-d.frobwhDud te fu ,fry,a--1=
to'

I

qu
IiM.gri  -mJ        ap11

I-quHCca

' co 6*D,

p-Cd I- xul TrtyLho -PI +"iqu
IubJ  Fpegrngor.I

apun

to peW0*P'I,ARP„Wtt

II

O*9wh

'I-`

a,I

I+ em
;T-

ve Ou th,.6"--kLK®fty ,-K-(fro1
pe- fp to qu®'I ~®Ob fco quinftycmI -

)•..:I:I #fry bdul      ip qu -|L undo,
1

I+
= ZI1           "J!1

Etrydr-=dy-

P-P-P~ toTavfro-

r`"m,
in +t ut "stlm +'„\*I givt ~'mutiuman

a;I unI r
0*==hoJDthfu~ +.- - giv"co n: , „tl 1 Rap  Rdo|•"1

I.                                                                    I,.,,,I                                              ¢£1]1,I..     /

|w|unm"                                                 , th xdr                                          uHVA7\/

lrm=;:                A:»i=/   -     -i
r

ae



BAD 11 PEREIICAIIAAII DAN PERJ^NJIN NINERIA

Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai

Timur     pada     Tahun     Anggaran     2025     mendapat     anggaran      murni      untuk

Program/Kegiatan   yang   tertuang   pada   Dokumen   Pelaksanaan  Anggaran   (DPA)

Tahun Ariggaran 2025 sebesar Rp.11.395.]15.024,-(Tuifuh Puluh Safu Milyar Tiga

Ratus  Sembilan  Puluh  Lima  Jufa  Tulfuh  Rafus  Lima  Belas  Ribu  Dua  Puluh

Empaf  Rupi.ch)  ,  dan  kemudian  pada  APBD  Perubahan  Tahun  Anggaran  2025

bertambah  menjadi  Rp. 65.488.283.401,-(Edam Pu/vA Li.rna AI/-lyar Empaf Raftis

Delapan Puluh Delapan Jufa Due Ratus Delapan Puluh Tiga Empat Ratus Satu

Pup/.ah) dengan 2  Program,  9  Kegiatan  dan 41  Sub  Kegiatan yang  dikerjakan  oleh

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur.  Dalam  progres  akhir  kegiatan

total realisasi dari pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

adalah F\p. 54.258,140.181,00,-(Lima Puluh Empat lwilyar Dua Ratus Lima Puluh

Delapan Jute Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
dengan persentase realisasi capaian serapan anggaran 82.85% dari Pagu Anggaran

Peru bahan                                                                                                                                 d iatas.
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BAB  Ill

AKUNTABILITAS  KINERJA

Akuntabilitas   Kinerja  adalah   suatu  wujud   pertanggungjawaban   kinerja  dari

suatu  instansi  pemerintah  atas  kegiatan  yang telah dilaksanakan  dalam waktu  satu

tahun  yang  disusun  melalui  media  pelaporan.  Laporan  Kinerja  lnstansi  Pemerintah

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur Tahun  2025  ini  disusun  dalam

rangka  mengukur tingkat keberhasilan  atau  kegagalan dalam  pelaksanaan  kegiatan

yang   telah   ditetapkan.    Dengan   demikian   Sistem   Akuntabilitas   Kinerja   lnstansi

Pemerintah  perlu  dilaksanakan  sebagai  alat  ukur  untuk  mengetahui  kemampuan

instansi   pemerintahan   dalam   pencapaian   visi   dan   misi   serta   tujuan   organisasi

tersebut.   Dimana  hasil  yang  dicapai  tersebut  akan   menjadi  dasar  evaluasi  yang

efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah.  Pencapaian

sasaran  diperoleh  dengan  cara  membandingkan  target  realisasi  indikator  sasaran

menggunakan  formulir  pengukuran  kineria.  Alas  hasil  pengukuran  kinerja  tersebut

dilakukan   evaluasi   untuk   mengetahui   keberhasilan   dan   kegagalan   pencapaian

sasaran  strategis.   Pengukuran  kinerja  tersebut  diinterpretasikan  dengan  kategori

sangat   kurang,    kurang,    cukup,    baik,    sangat   baik,    memuaskan    dan    sangat

memuaskan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu  pada  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Peraturan  Presiden  Republik

Indonesia   Nomor  29   Tahun   2016   tentang   Sistem  Akuntabilitas   Kineria   lnstansi

Pemerintah dan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi

Birokrasi   Nomor   53   Tahun   2014   tentang    Petunjuk   Teknis   Perjanjian   Kineria,

Peraturan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan  Kineria  lnstansi  Pemerintah

maka    kinerja    Pemerintah    Kabupaten    Kutai    Timur   diukur   berdasarkan   tingkat

pencapaian sasaran.
Capaian  kinerja  yang  akan  dianalisa  dalam  laporan  kali  ini  adalah  analisa

capaian kineria Badan Pendapatan  Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran

2025   yang   telah   ditetapkan   dalam   RPJMD   Kabupaten   Kutai   Timur  2021-2026,

Rencana   Strategis   Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten   Kutai   Timur   Tahun
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Anggaran  2021-2026  dan   lndikator  Kinerja   Utama  (lKU)   Kabupaten   Kutai  Timur

Tahun Anggaran 2021-2026.

Mengukur kinerja adalah  menghitung  kualitas / kuantitas hasil (outcome) yang

telah  dilaksanakan  pada  tahun  sebelumnya.  Indikator   hasil  (outcome)  yang  diukur

berdasar  indikator  kinerja  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  Perjanjian  Kinerja

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai Timur.  Pengukuran  pencapaian  kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kineJja

pada dokumen Penetapan  Kinerja.  Pada Tahun Anggaran 2025,  Badan Pendapatan

Daerah   Kabupaten   Kutai  Timur  telah   melaksanakan   berbagai  kegiatan   strategis

untuk  mencapai  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebanyak  2  (dua)  sasaran

strategis.   Penilaian   capaian   kinerja   menggunakan   perhitungan   interpretasi   atas

pencapaian sasaran pada Program/Kegiatan.
Tabol 3.1

Tabel lnterprotasi Alas Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan
_-_iL=_,i...,-::I -:,,:;\?._i-..-:;      ,-.   -I,               _-

.  -                   --,-,=y--i  -:i-                      . -:i----LJ--:I--I----i------

1.2. AAA >90 -100>80-90 SANGAT MEMUASKANMEMUASRAN

3. 88 > 70 - eo SANGAT BAIK

4. a >60 - 70 BAIK

5. CC >50 _ 60 CUKUP

6. C >30 - 50 KUIRANG

7. D > a - 30 SANGAT KURANG

Capaian kineria Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai

dengan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan membandingkan

antara  target  dan  realisasi  kinerja  tahun  ini,  antara  realisasi    kineria  serta  capaian

kineria tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun  terakhir, dan realisasi kinerja

sampai  dengan  tahun  ini  dengan  target jangka.  Sedangkan  evaluasi  capaian  dan

akuntabilitas  kineria  meliputi  analisis  penyebab  keberhasilan/  kegagalan,   analisis

efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis/ program/ kegiatan yang menunjang

keberhasilan/   kegagalan   diuraikan   untuk   memberikan   gambaran   efektifitas   dan

efesiensi   pencapaian  target  kineria  berdasarkan   RPJMD   Kabupaten   Kutai  Timur

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
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TABEL 3.2
CAPA]AN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO
SASAIIAN STRATEGIS/PROGRAM lNDIKATOR KINERJA TARGET 2025 REALISASI 2025

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Terpenuhinya   Tata   KelolaAdministrasiPerkanforandanLaporanKeuangan

Jumlah dokumen SAKIP 6   Dokumen 6 Dokumen

Program               Penunjang Cakupa n                Pelayanan
100% 100%U rusan            Pemeri ntahan Admin istrasi       Perkantoran

Daerah Kabupaten/Kota dan Laporan Keuangan

2
Meningkatnya   PendapatanAslidaerahKabupatenKutaiTimurYangOptimal

Jumlah     Pendapatan     AsljDaerah Rp. 441,156, 749, 882 Rp.  550.929.888.094,23

Program            Pengelolaa n Persentase  PAD  Terhadap
7,14% 6.44%

Pendapatan Daerah Pendapatan
Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025

8. EVALUASI KINERJA

Laporan kineria merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakaan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran.  Hal terpenting yang diperlukan dalam peyusunaan  laporan kinerja adalah

pengukuran kineria dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure) secara memadai
hasil  analisis  tehadap  pengukuran  kineria.  Hasil  evaluasi  dari  lnspektorat  Wilayah

Kabupaten   Kutai   Timur  atas   lmplementasi   Sistem   Akuntabilitas   Kinerja   lnstansi

Pemerintah    pada    Pemerintah    Kabupaten     Kutai    Timur    Tahun    2025    Maka

direkomendasikan   kepada   Pemerintah   Kabupaten   Kutai   Timur   hal-hal   sebagai

berikut :

Melakukan reviu atas dokumen Renstra serta dokumen perencanaan lain agar setiap

dokumen memiliki keselarasan dan memiliki orientasi kineija outcome;

Agar dokumen Renja dan dokumen  lKU yang disusun digunakan untuk penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran Tahunan;

Target  Renstra  dan  target  kinerja  yang  diperjanjikan  digunakan  untuk  mengukur

keberhasilan dan dimonitor pencapaiannya;

Membangun  sistem  pengukuran  kinerja  serta  menetapkan  ukuran  kineria  sampai

dengan level pegawaj terendah yang selaras dengan ukuran kinerja atasannya, yang

digunakan  sebagai  dasar  perbaikan  kinerja  penilaian  kinerja,  serta  sebagai  dasar

pemberian reward dan punishment;
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Menyusun   mekanisme  pengumpulan  data  kinerja  serta  melakukan   pengumpulan

data secara berjenjang;

Hasil evaluasi akuntabilats kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan  perencanaan,

untuk    mengukur    keberhasilan    unit    kerja,    serta    untuk    perbaikan    penerapan

manajemen kinerja;

Evaluasi   atas   akuntabilitas   kinerja   dilakukan   pada   semua   Bidang   di   lingkungan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Analisis  atas  pencapaian  kinerja  pelaksanaan  program  dan  kegiatan

selama  Tahun  2025,  sesuai  dengan  perjanjian  kineria  yang  difetapkan  oleh  Bupati

Kutai  Timur  berupa  dokumen  penetapan  kinerja,  lndikator  Kineria  Utama  (lKU)  dan

Rencana  Kerja  SKPD  tentang  prioritas  dan  sasaran  pembangunan  daerah  Tahun

2025. Kinerja  Pemerintah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Kutai Timur Tahun

Anggaran  2025  tergambar  dalam  tingkat  pencapaian  sasaran  melalui  berbagai  2

Program,   8   Kegiatan   sesuai   dengan   kebijakan   yang   telah   dilaksanakan   yang

tertuang  dalam   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Kutai  Timur  Nomor  3  Tahun  2021

Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten

Kutai  Timur Tahun  2021-2026  bahwa  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai

Timur sesuai Aspek/Fokus/indikator kinerja pembangunan daerah adalah Persentase

Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) terhadap  Pendapatan  (Penerimaan  Daerah) dimana

mengukur   tingkat   perkembangan   pendapatan   daerah   dari   PAD   berupa   Pajak

Daerah,    Retribusi    Daerah   dan    penerimaan    lainnya.    Dalam    Perianjian    Kinerja

Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabol 3.3
lhdjkator Kinerja Badan Pondapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun Anggaran 2025
NO SASARAN STRATEGIS lNDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

17. Optimalisasi Sumber-sumber Peningkatan   Pendapatan  Asli % 7,14

Pendapatan Daerah Daerah     dengan     melakukanpengawasansumber-sumberpenenmaandaerah

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025
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Hasil  pengukuran  kinerja  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai

Timur  pada  Tahun  Anggaran  2025  adalah  sebagajmana  tersebut  pada  tabel  di

bawah ini:

Tabel 3.4

Membandjngkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025

NO lndikatorKineria Satuan
Capajan Taroet Realisasi Persentase

KateooriTal,un Tahun Tahun Capaian
2024 2025 2025 Tahun 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

PersentasePADterhadapPendapatan

% 5,16%% 7,14% 6,44% 90,19% A

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kiab. Kutai Timur Tahun 2025

lndikator  Kinerja  Badan  Pendapatan   Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur

yaitu  Persentase  PAD  Terhadap  Pendapatan  dengan  target  7,14%  dan  realisasi
6,44%  sehingga  persentase  capaian  pada  Tahun  2025  sebesar  90,19%  dengan

interpretasi kategori ``A" atau  "Memuaskan".

Salah   satu   sasaran   dalam   misi    1    dari   Bupati   Kutai   Timur   yang

terangkum dalam  Rancangan  RPJMD Tahun  2021-2026 adalah  Meningkatnya taraf

hidup     masyarakat     yang     sejahtera.     Pencapaiannya     dilaksanakan     dengan

menggunakan  metode  pendekatan   intensifikasi  dan  ekstensifikasi  dengan  upaya

optimalisasi  sumber-sumber  pendapatan  yang  sudah  tercatat  atau  terdaftar  serta

yang    menjadi    kewenangan    Pemerintah    Kabupaten    Kutai   Timur   dengan   cara

pengawasan yang berbasis kewilayahan serta menggali sumber-sumber pendapatan
dengan   melihat  kemungkinan-kemungkinan  terhadap   pemungutan   akan   sumber-

sumber  pendapatan  daerah  yang  belum  ada  selama  ini,  atau  dengan   kata  lain

menggali sumber-sumber pendapatan baru.

C.  ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kebijakan        untuk        mengintensifkan        sumber       pendapatan        dan

mengekstensifikasikan   penerimaan   daerah   serta   mengoptimalkan   penggarapan

potensi pendapatan dilakukan tetapi masih dalam  koridor prinsip keadilan dan fokus

terhadap  kondisi  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Tujuan  peningkatan  pendapatan

adalah semata-mata  untuk peningkatan  mutu  pelayanan  publik kepada  masyarakat.

Adapun    penyederhanaan    sistem    dan    prosedur    serta    peningkatan    kualitas
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pengelolaan   manajemen   pendapatan   daerah   dilaksanakan   demi   meningkatkan
efisjensi  dan  efektifitas  dalam  aktivitas  pengelolaan  pendapatan  daerah.  Adapun

upaya,   dalam   meningkatkan   perolehan   pendapatan   daerah   Tahun   2025  adalah

sebagai berikut :

1)   Melakukan   intensifikasi   dan   ekstensifikasi   pemungutan   retribusi   daerah,   dan

penyusunan  regulasi  penerimaan  retribusi  daerah  merupakan  upaya  optimalisasi

terhadap  perangkat  daerah  penghasil  dan  objek  retribusi  yang  menjadi  potensi

baru pendapatan dari retribusi daerah yang belum bisa dipungut;

2)   Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan  retribusi

daerah  yang  sudah  ada  dan  potensial  untuk  dipungut  melalui  berbagai  metode

seperti observasi langsung ke wajib pajak;

3)   Melibatkan   kaum   milenial   dalam   meningkatkan   kesadaran   masyarakat   untuk

meningkatkan pajak daerah;

4)   Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat berbasis layanan online, dengan

menyederhanakan prosedur;

5)   Menghitung  potensi  pajak daerah seperti  pajak  hotel,  restoran,  hiburan,  reklame,

penerangan  jalan,  mineral  batuan  non  logam,  parkir,  air  bawah  tanah,  sarang

burung walet, PBB sektor P2, dan BPHTB serta retribusi daerah untuk jasa umum,

jasa usaha, dan perizinan tertentu;
6)   Memelihara database melalui database management system (DBMS) terkait objek

pajak dan retribusi daerah;

7)   Meningkatkan   kualitas   pelayanan   kepada   masyarakat  yang   didukung   dengan

sistem  administrasi  perpajakan/retribusi  yang jelas.  Untuk  meningkatkan  efisiensi

pemungutan   Pajak  dan   Retribusi   Daerah   pemerintah   Kabupaten   Kutai  Timur

hendaknya memanfaatkan teknologi informasi;

8)   Melaksanakan   sosialisasi   dan   pemberian   penyuluhan   yang   memadai   kepada

masyarakat  khususnya  para  pengusaha  mengenai  ketentuan  pajak dan  retribusi

daerah;

9)   Upaya  meningkatkan  pendapatan  dari  sektor  Lain-lain  PAD  yang  Sah,  dengan

melakukan   rapat   koordinasi   dengan   Perangkat   Daerah   penghasil,   kemudian

optimalisasi  tim  pendapatan  dari  sektor  retribusi  dan  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah

serta melakukan monitoring dan survey potensi Lain-Lain PAD Yang Sah;

10)Melakukan   koordinasi  dengan   badan   usaha  milik  daerah   untuk  meningkatkan

pendapatan dari perusahaan daerah yang belum optimal;
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11)Mengoptimalkan  anggaran  yang  ada  dan  mengupayakan  sinergitas  kolaborasi

dengan kabupatenckota untuk bersama-sama sesuai kewenangan masjng-masing

mengoptimalkan     peningkatan     pendapatan     asli    daerah     melalui     perjanjian

keriasama untuk terlibat secara aktif baik dari sisi anggaran dan sumber daya.

Analisis capaian kineria tahun-tahun sebelumnya terhadap capaian Tahun

Anggaran  2025  menunjukkan  persentase  kenaikan  capaian.   Berikut  dapat  dilihat

pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Membandingkan Antara Realisasi Kineria Serta

Caipaian Kinerja Tahun lni d®ngan Beberapa Tahun Terakhir

NO lND'lIATOR
SATUAN

REALISAslTAHUN2025 REALISAslTAHUNLALU

PERSEKENAIRAN/REALISA NTASEPENURUNANSITAHUN

K'NERJA ANGGARATAHU N 2025 VSNN-1

2023 2024 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

4
PersentasePADTerhadapPendapatan

% 6,44 10,66 5,16 23,80 97,40

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025

Dari   hasil   perbandingan   antara   realisasi   kineTia   serta   capaian   kineria

Tahun   2025  dengan  2  tahun   sebelumnya  yaitu  Tahun  2023  dan   Tahun  2024,

Realisasi   lndikator  Kinerja  mengalami  kenaikan  senilai  23,80%  (Dua  Pu/wh   77.ga

Koma Delapan Puluh Persen) d.i Tahun 2023 dan keT\atkan 97 ,4Ov{o (Sembilan Puluh

ru/.wh Koma Empaf Pu/wh Person) di Tahun 2024.  Hal tersebut tersebut dikarenakan

terjadi  kenaikan  realisasi  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) di  akhir tahun

Perubahan APBD Tahun 2025.

Tabel 3.6
Membandingkan Realisasi Kineija Sampai Dengan Tahun jhi dengan Target

Jangka Menengah Yaing Terdapat dalam Dokumen Renstra SKPD

NO lNDIKATOR
SATUAN

REALISAsl TARGET
PERSECAPAIAN NTASETERHADAP

TAHUN lRENSTFIA TAHU N- TARGET RENSTRA
KINERJA ANGGARAN2025 TAN UN-

2023 2024 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

4
PersentasePADTerhadapPendapatan

% 6,44 6,98 7,05 44,76 182,17
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Dari  hasil  perbandingan  antara  realisasi  kinerja  Tahun  2025  dengan

Target  Jangka  Menengah  Yang  terdapat  dalam  dokumen  Renstra  SKPD  2  (dua)

tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024,  Persentase capaian terhadap

target Renstra 2 tahun sebelumnya adalah 44,76% (Empaf Pu/wh Empaf Koma ru/.wh

Pu/wh Enam Person/ di  Tahun 2023 dan  capaian terhadap target Renstra  182,17%

(Seratus Delapan Puluh Dua Koma Tuifuh Belas Persen) dl Tahun 2024. Hal tersebut
tersebut dikarenakan teriadi kenaikan  realisasi penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah

(PAD) di akhir tahun Perubahan APBD Tahun 2025.

D.  REALISASI ANGGARAN

Salah  satu  aspek  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan

pembangunan adalah sjstem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan
anggaran   yang   menjamin   adanya   semangat  efisiensi   dan   efektivitas   anggaran,

transparansi  dan  akuntabilitas  publik,  rasa  keadilan  masyarakat,  serta  pencapaian

kinerja yang optimal. Seiring dengan CItonomi Daerah maka semangat desentralisasi,

demokratisasi,  transparansi  dan   akuntabilitas  mewarnai   proses  penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan  umum  pengelolaan  keuangan  daerah  didasari  atas  komitmen

bahwa  anggaran  yang  disediakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat

Kabupaten  Kutai  Timur.  OIeh  karena  itu  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah

adalah  dalam  konteks  memantapkan  desentralisasi  fiskal  yang  menganut  prinsip
"Money  Follows  Function"  yaitu  pengelolaan  keuangan  daerah  disesuaikan  dengan

alokasi    dan    fungsinya    dengan    dukungan    pendanaan    melalui    sumbersumber

pendapatan    daerah    khususnya    pendapatan    asli    daerah,    alokasi    dana    dari

pemerintah pusat, dan pemerintah propinsi.  Sehubungan dengan  hal tersebut diatas

ada tiga  kebijakan  yang  diimplementasikan dalam  kebijakan  pengelolaan  keuangan

daerah    yaitu    :    Pengelolaan    Pendapatan    Daerah,    Pengelolaan    belanja    dan

Pengelolaan pembiayaan daerah.

Kebijakan    otonomi    daerah    secara    luas    dan    bertanggung    jawab

mengamanatkan  bahwa  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  sangat  ditentukan

oleh    kemampuan    daerah    masingmasing    dalam    mengusahakan    pembiayaan

pembangunannya.  Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen  Pendapatan Asli

Daerah  (PAD)  merupakan  sumber keuangan yang  sangat diharapkan  daerah  untuk

membiayai   pembangunannya.   Dalam   merencanakan   target   pendapatan   daerah
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memperhatikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ditetapkan  secara  rasional  dengan

mempertimbangkan  realisasi penerimaan Tahun lalu,  potensi,  kebjjakan dan asumsi

pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat  mempengaruhi  terhadap  masing-masing  jenis

pendapatan,   obyek   pendapatan   serta   rincian   obyek   pendapatan.   Dalam   upaya

peningkatan   pendapatan   asli   daerah,   pemerintahan   daerah   tidak   menetapkan
kebijakan  yang  memberatkan  dunia  usaha  dan   masyarakat.   Upaya  peningkatan

pendapatan   asli   daerah   dapat   ditempuh   melalui   penyederhanaan   sistem   dan

prosedur   administrasi    pemungutan    pajak   dan    retribusi   daerah,    meningkatkan

ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian

dan   pengawasan   atas   pemungutan   pendapatan   asli   daerah   untuk   terciptanya

efektifitas   dan   efisiensi   yang   diikuti   dengan   peningkatan   kualitas,   kemudahan,

ketepatan  dan  kecepatan  pelayanan.  Upaya  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak

daerah  dan  retribusi  daerah  serta  lain-lain  pendapatan  yang  sah  terus  ditingkatkan

sesuai  dengan  potensi  pungutan.  Regulasi  Peraturan  Daerah  tentang  Pendapatan

Daerah   yang   tidak   bertentangan   dengan    kebijakan    investasi    (Pro    lnvestasi).

Mengoptimalkan    kineria    Badan    Usaha    milik    Daerah    yakni    PDAM    Kabupaten

KutaiTimur  dan   Bank   Kaltim   untuk   meningkatkan   kontribusi   kepada   Pemerintah

Kabupaten   Kutai  Timur.   Menyelenggarakan   pelayanan   prima   melalui   pengadaan

sarana  dan  prasarana  yang  dapat  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan  serta

pelayanan  yang  cepat  dan  sederhana  dengan  didukung  oleh  teknologi  informasi

yang memadai.

Pada  Tahun  Anggaran   2025,   Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten

Kutai  Timur  melalui  APBD  Kabupaten  Kutai  Timur  yang  tertuang  dalam  Dokumen

Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  (DPPA)  Tahun  Anggaran  2025  melaksanakan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.488.283.401,00,-(Enam Pu/uA i/'ma M/-/yar Empaf

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Duo Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat

Rafus Safu Ri.bu fiupi-at) dengan 2 (dua)  Program,  9 (sembilan) Kegiatan, dan 41

(empat  puluh  Satu)  Sub   Kegiatan.   Secara  lengkap  program  dan   kegiatan  serta
indikator yang  dicapai  dapat dilihat  pada tabel  Progres  Fisik  dan  Keuangan  Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 /fendampi.I/.
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a A 8 IV

PENUTUP

Badan  Pendapatan  Kabupaten  Kutai Timur merupakan  unsur pelaksana

Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab

kepada  Kepala  Daerah  melalui  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur.  Dasar

pembentukan   Badan   Pendapatan   Kabupaten   Kutai   Timur   adalah   berdasarkan
Peraturan.   Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  merupakan  unsur

penunjang   urusan   Pemerintahan   yang   menjadi   kewenangan   Daerah   di   Bidang

Penerimaan  Pajak  Daerah  serta  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang  berkedudukan

dibawah   dan   bertanggung  jawab   kepada   Bupati   melalui   Sekretaris   Daerah   hal

tersebut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  5  Tahun

2022   Tentang   Perubahan   Peraturan   Daerah   Nomor   10   Tahun   2016   Tentang

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  serta  Peraturan  Bupati  Kutai  Timur

Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

serta Tata Keria Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan    Daerah   mencerminkan    kinerja   suatu    Daerah.    Fluktuasi

realisasi pendapatan daerah ini teriadi pada semua unsur-unsur pendapatan daerah,

yaitu  PAD,  Pendapatan  Transfer,  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah.  Hal
ini   mempengaruhi   rata-rata   pertumbuhan   ekonomi   dan   belanja   daerah.   Ada   4

(empat)  komponen  dalam  PAD  yang  berkontribusi  yaitu:   Pajak  Daerah;   Retribusi

Daerah;  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan;  dan  lain-lain  PAD

yang  Sah.  Peningkatan  penerimaan  pajak daerah  merupakan  sebuah  prestasi  bagi
daerah.   Ada   2   (dua)   kemungkinan   penyebab   meningkatnya   penerimaan   pajak

daerah,  yaitu  (1 )  kenaikan  objek pajak,  (2)  kenaikan dalam tarif pajak.  Peningkatan

penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Kufai  Timur  ini  diduga  berkaitan  dengan

salah satu faktor di atas dan adanya pengalihan kewenangan objek pajak dari pusat

ke daerah atau kewenangan dart provinsi ke kabupaten.

Permasalahan  utama  yang  berpengaruh  pada  proses  pencapaian  kinerja

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kufai  Timur  berupa  kelemahan  yang  dapat

mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, antara lain adalah :
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1.   Kepatuhan dan  kesadaran wajib  pajak daerah  maupun wajib  retribusi daerah

yang masih rendah;

2.   Kurang optimalnya dalam penyediaan data dan  informasi secara lengkap dan

akurat mengenai potensi daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah;

3.   Jangkauan  dan  kondisi  geografis  Kabupaten  Kutai  Timur yang  memiliki jarak

yang  cukup jauh antar kecamatan  maupun desa,  sehingga petugas lapangan
menjadi lebih ekstra dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

Menurut  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  Visi

adalah   rumusan   umum   mengenai   keadaan  yang   diinginkan   pada  akhir  periode

perencanaan   pembangunan   Daerah.   Vlsi   pembangunan  daerah   merupakan  Vlsi
kepala   daerah   dan  wakil   kepala  daerah  terpilih   yang   disampaikan   pada  waktu

pemilihan  kepala  daerah  dan  menjadi  arah  pembangunan  Kabupaten  Kutai  Timur.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026

adalah:

Untuk  mewujudkan  Visi  Pembangunan  Kabupaten  Kutai  Timur  periode

RPJMD  Tahun   2021-2026   ditetapkan   misi   pembangunan   daerah,   dalam   hal   ini

Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten   Kutai   Timur  melaksanakan   Misi   1   yaitu

mewujudkan  masyarakat  yang  berakhlak  mulia,  berbudaya  dan  bersatu.  Tujuan  1

yang akari d.icapa.i adalah "Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan
mendorong  kehidupan  masyarakat  (SDM)  yang  berakhlak  mulia,   berbudaya  dan

bersafu" serta Sasaran  1  yang dicapai adalah  meningkatnya taraf hidup masyarakat

yang  sejahtera.  Selaras  dari  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran  tersebut  memiliki  indikator

kjnerja yang harus dicapai adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan.

Keberhasilan   capaian  kinerja  Tahun  2025  tidak  terlepas  dari  adanya

solusi   untuk   mengatasi   hambatan   dan   kendala   yang   bersifat   internal   maupun

eksternal,  terhadap  berbagai  target  yang  tercapai  maupun  tidak  tercapai,  Badan

Pendapatan    Daerah    Kabupaten    Kutai   Timur   akan    melakukan    langkah   yang

konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan  perbaikan

dan penanganan di  masa mendatang.  Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2025

akan   menjadi   bahan  evaluasi  penyusunan   kebijakan  guna  memperbaiki  kinerja,

program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun sebelumnya. Evaluasi

juga  akan  dilakukan  terhadap  capaian  dari  pembangunan  jangka  menengah,  agar
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kendala yang dihadapi dan  resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini

mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tuj.uan   penyusunan   laporan   ini   adalah   untuk  memberikan   gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan  instansi pemerintah sebagai jabaran dari

visi,     misi    dan    strategis    instansi    pemerintah    yang    mengindikasikan    tingkat

keberhasilan dan  kegagalan pelaksanaan kegiafan-kegiatan sesuai dengan program

dan  kebijakan  yang  djtetapkan.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  baik,  pada

hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan

prinsip-prinsip   transparansi,   akuntabiljtas,   partisipatif,   adanya   kepastian   hukum,

kesetaraan,   efektif   dan   efesien.    Prinsip-prinsip   penyelenggaraan   Pemerintahan

demikian  merupakan  landasan  bagi  penerapan  kebijakan  yang  demokratis  yang

ditandai  dengan  menguatnya  kontrol  dari  masyarakat  terhadap  kinerja  pelayanan

publik

Adanya dukungan dari pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan

kebijakan-kebijakan   yang   berhubungan   dan   mendukung   keberhasilan   program-

program  yang  dilakukan  dan  dilaksanakan  agar  mendapatkan  hasil  yang  maksimal

dan   dapat   diteruskan   secara   berkesinambungan   pada   tahun-tahun   selanjutnya.

Demikian  Laporan  Kinerja  lnstansi  Pemerintah  (LKj-lp)  Badan  Pendapatan  Daerah

Kabupaten      Kutai     Timur     Tahun     2025,      semoga     dapat     menjadi      bahan

pertimbangan/evaluasi  untuk  kegiatanckinerja  yang  akan  datang.  Akhirnya  dengan

tersusunnya  Laporan  Kinerja  lnstansi  Pemerintah  (LKj-lp)  Kabupaten  Kutai  Timur

Tahun   2025   ini   diharapkan   dapat  menjadi  tolak  ukur  kunci   keberhasilan   dalam

pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan menjadi bahan referensi

evaluasi perbaikan kineria Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.

NIP.  19730708 200112 2 005
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